LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO
NOMOR: 2 TAHUN 1996 SERI D NOMOR : 2

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

SUKOHARJO
NOMOR 8 TAHUN 1995

TENTANG

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PERTANIAN

TANAMAN PANGAN KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II SUKOHARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO

Menimbang: a. bahwa dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pemerintahan
dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna
khususnya yang menyangkut bidang pertanian tanaman pangan
serta sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 10
Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata kerja Dinas
Pertanian Tanaman Pangan Daerah dipandang perlu membentuk
Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Daerah ngkat II

Sukoharjo;

b. bahwa untuk maksud tersebut diatas dipandang perlu menetapkan
* Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Dinas Pertanian Tanaman
Pangan Kabupaten Daerah Tingkat I Sukoharjo dengan Peraturan

Daerah.

engingat: 1. Undang-undang Nomor ‘13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa

Tengah;
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4 tentang P,
- NomoO ( Lembaran Negary Repp::th
. an .
Pener 1974 N . Ly,
Indon%;:cpubl?;mdonesia Nomor 3037 );, &
Negara Nomor 45 Tahun 199; o
Daerah dengan Titik Ber, ;34’1
Tingkat 1T ( [ embaran Negara Republik I“dOn:f-h
Dl 49,Tambahan  Lembaran

un 1992 quor |
I{?publik Indonesia Nomor 3480 );

eri Dalam Negeri nomor 39 Tahyy 5
Organisasi Dinas Daerah;

emerintah

tentang Pedoman
alam Negeri Nomor 97 Tahup g

tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah. !

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun (g

' tentang Pedoman Organisasi dan Tatakelja Dinas Pertagj,

Tanaman Pangan ; |
Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 2 Tah

1992 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerinti

Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah di Bidang Pertane
Tanaman Pangan kepada Daerah Tingkat IT ( Lembar
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun 1%
‘Nomor 11).

Dengan pérsetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Dact
Kabupaten Daerah Tingkat IT Sukoharjo.
MEMUTUSKAN :
-’}ERSK.‘}‘}’;N DAERAH KABUPATEN DAER
ORGANISA SSIU];(:HARJO TENTANG PEMBENTUKA
N N TATAKERJA DINAS PERTAN;‘:F

J
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo;

b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II
Sukoharjo;

C. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II

Sukoharjo;
d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Deawan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo;

€. Dinas Pertanian Tanaman Pangan adalah Dinas Pertanian Tanaman
Pangan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo;

f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan

Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2
Dengan Peraturan Daerah ini di bentuk Dinas Pertanian Tanaman Pangan

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

(I)Dinas Pertanian Tanaman Pangan merupakan unsur pelaksana
Pemerintah Daerah di bidang Pertanian Tanaman Pangan.

(2)Dinas Pertanian Tanaman Pangan dipimpin oleh seorang Kepala
Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupan
Kepala Daerah .

Pasal 4

Dinas Pertanian Tanaman Pangan mempunyai tugas menyelenggarakan
urusan rumah tangga Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan oleh
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pemerintah dan atau Pemerintah Propinsi Tingkat [ Jawa Tengy,
eme

di bidang Pertanian tanaman Pangan.

Pasal 5
arakan tugas tersebut pada Pasal 4 Peraturap

Daerah ini Dinas Pertanian Tanaman Pangan mempunyai fungs;i ;

i i umum  berdasarkan
a. Penyiapan  bahan pembinaan
keb%akianaan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah

Tingkat I Jawa Tengah ;
b. Penyiapan bahan bimbing
Tanaman Pangan ; :
c. Penyiapan bahan pemberian ijin dan pembinaan usaha sesuai
dengan tugas pokOknya;
d. Penyiapan bahan pelaksanaan penyuluhan ;
e. Penyiapan bahan pengamanan tehnis sesuai dengan tugas
pokoknya;
f. Penyiapan bahdn pelaksaanan pengkajiaan penerapan
tehnologi anjuran di tingkat usaha tani;
g. Penyiapan baharr pelaksanaan urusan tata usalid— Pinas.
Pertanian Tanaman Pangan;
h. Penyiapan bahan pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas
Pertanian Tanaman Pangan .

BAB IV
ORGANISASI
Bagian Pertama
Pola dan Susunan Organisasi

Pasal 6

Untuk menyelengg

an tehnis di bidang Pertanian

Organisasi Dj . :
Maksimal, nas Pertanian Tanaman Pangan ditetapkan Pola

CamScanner



25

Pasal 7

(1)Susunan Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan terdiri dari -
a. Kepala Dinas;
b. Sub Bagian Tata Usaha, .
c. Seksi Produksi Padi dan Palawija;
d. Seksi Produksi Hortikultura ;
e. Seksi Penyuluhan ;
f. Seksi Rehabilitasi, Pengembangan Lahan dan Perlindungan

Tanaman Pangan;
g. Seksi Usaha Tani dan Pengolahan Hasil;
h. Cabang Dinas ;.
i. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
j- Kelompok Jabatan Fungsional.

(2)Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari 4 ( empat) Urusan, sedangkan
Seksi Produksi Padi dan Palawija,Seksi Produksi Hortikultura,
Seksi Rehabilitasi, Pengembangan Lahan dan Perlindungan
tanaman, Seksi Usaha Tani dan pengolahan hasil masing-masing
terdiri dari 4 ( empat) Sub Seksi, adapun Seksi Penyuluhan terdiri
dari 2 ( dua) Sub Seksi. |

(3)Sub bagian Tata Usaha dan Seksi-seksi masing-masing
sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang
Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala

Dinas

(4)Bagan Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan sebagaimana
dimaksut ayat (1) Pasal ini, adalah tersebut dalam lampiran
Peraturan Daerah ini merupakan bagian yang tak terpisahkan .

Bagian Kedua
Kepala Dinas
Pasal 8

K_epala Dinas memimpin Pelaksanaan Tugas dan fungsi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 dan 5 Peraturan Daerah ini .

Bagian ketiga
"Sub bagian tata Usaha
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Pasal 9
gas melaksanakan urusap,

: aha mempunyai tu
jan Tata US perlengkapan dan urusan

Sub bag kcpegawaian, keuangan,

perencanaano

umunl.
Pasal 10

arakan tugas tersebut pada pasal 9 Peraturan
Tata Usaha mempunyal fungsi :

a. Penyusunan rencana, Program = dan pelaporan seng
pembinaan organisasi dan tatalaksana,
b. Pengelolahan administrasi kepegawaian ;
c. Pengelolahan administrasi Keuangan;
d. Pengurusan rumah tangga dan perlengkapan, surat-menyurat
dan kearsipan.
Pasal 11

Untuk menyelengg .
Daerah ini, Sub Bagian

(1) Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari:
a. Urusan Perencanaan;
b. Urusan Kepegawaian;
¢. Urusan Keuangan;
d. Urusan Umum.

(2)Urusan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini,
n?asing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian

Tata Usaha.

Pasal 12

(Ulil;lusan Perencan.aan mempunyai ke~ et
gahf:]g) ulan, analisis, penyajian data statistik, penyiapan
laporan S?;;nsusarr)t rencana dan program,penyiapan bahan

, S . i
dan tatalaksana. erta menyusun bahan pembinaan organisasi

2)Un i
()p er;;;r; anKel:);;;gawanan mempunyai tugas melakukan
a0 penyusunan rencana kebutuhan dan
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pengembangan pegawai, mutasi pegawai serta tata usaha

kepegawaian.

(3)Urusan Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan
anggaran  pendapatan dan  belanja  Dinas,  mengurus
pembukuan,melakukan perhitungan anggaran, verifikasi serta
mengurus perbendaharaan.

(4)Urusan Umum mempunyai tugas mengurus surat-menyurat,
kearsipan, rumah tangga dan perlengkapannya.
Bagian Keempat
Seksi Produksi Padi dan Palawija

Pasal 13
Seksi Produksi Padi dan Palawija mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas Dinas Pertanian Tanaman Pangan di bidang pembinaan
produksi Padi dan Palawija.

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 13 Peraturan Daerah

ini, Seksi Produksi Padi dan Palawija :aempunyai fungsi: '

a. Penyiapan bahan pemantauan,pengadaan, peredaran, dan bimbingan
penggunaan pupuk serta melakukan pengumpulan analisis dan
penyajian data statistik padi dan palawija;

b. Penyiapan bahan penyusunan program,penyaluran benih sebar,
pembinaan dan pengawasan penangkar benih, pendirian dan
pengelolaan balai benih pembantu serta bimbingan pemanfaatan
lahan pada petani;

C. Penyiapan bahan petunjuk operasional demontrasi pengkajian dan
bimbingan penerapan paket teknologi anjuran sesuai dengan tipe dan
ekologi lahan.

d. Penyiapan bahan identifikasi, inventarisasi, bimbingan penggunaan,

* percobaan dan pengkajian penerapan serta penyebaran prototipe alat .
dan mesin pertanian,

Pasal 15

(1) Seksi produksi Padi dan Palawija terdiri dari:
a. Sub Seksi Pengembangan Produksi Padi dan Palawija;
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Produksi Benih / Bibit Padi dan Palawija;
paket Teknologi Padi dan Palawija;

gan Alat dan Mesin Pertanian ;

aimana dimaksut ayat (1) Pasal in;
leh seorang, Kepala yang berads
wab kepada  Kepala Seks;

b. Sub Seksi Prodt
¢. Sub Seksi Penyiapan

d. Sub Seksi Pengemban
(2)Sub seksi- sub seksi Sebag
masing-masing dipimpin 0l
dibawah dan bertanggung Ja
Produksi Padi dan Palawija.
Pasal 16
(1)Sub Seksi Pengembangan Produksi Padi dan Palawija
mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan
pengedaran dan memberikan

pembinaan pengadaan,
bimbingan penggunaan pupuk serta melakuakn pengumpulan

analisis dan penyajian data statistik padi dan palawija;

(2)Sub Seksi Produksi Benih/ Bibit Padi dan Palawija
memgunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan
;?embmaan program, memperbanyak, menyalurkan benih
tmg.kat benih sebar,membina dan mengawasi penangkar
benih, mendirikan dan melakukan pengelolahan Balai Benih
Pembantu serta memberikan bimbingan pemanfaatan kepada
petani.

3)Sub Seksi Penyi i Padi

( )m]:m zﬁsn ?eny:apan Paket dan Teknologi Padi dan Palawija

punyai - tugas mengumpulkan dan menyusun bahan
l;:.embb.maan operasional ~ demonstrasi, pengkajian dan
imbingan penerapan paket teknologi anj i
tipe dan ekologi lahan. T sy
4)Sub '

()mem Seksi Pengembangan Alat dan Mesin Pertanian

punyal tugas mengumpulkan dan

plmbinigan’ idseial A g menyusun bahan

Identifikasi, inventarisasi |
pengkajian ’ arisasi  percobaan dan
: penerapan serta penyeb i
mesin Pertanian yebaran prototipe alat dan

Bagian Kelima
. Seksi Produksi Horﬁkultur;a

Pasal 17
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Seksi Produksi Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan sebagian
tugas Dinas Pertanian Tanaman Pangan di bndang pembinaan produksi

Hortikultura.
Pasal 18

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 17 Peraturan
Daerah ini, Seksi Produksi Hortikultura mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan pemantauan, pengadaan,peredaran dan bimbingan
penggunaan pupuk serta melakukan pengumpulan dan anahs1s data

statistik hortikultura ;

b. penyiapan bahan penyusunan program, penyaluran benih sebar,
pembinaan dan pengawasan penangkar benih, pendirian dan

pengelolahan Balai Benih Pembantu serta bimbingan pemanfaatan

lahan kepada petani;

penyiapan bahan penyusunan petunjuk operasional demonstrasi,

pengkajian dan bimbingan penerapan paket teknologi anjuran sesuai

dengan tipe dan ekologi lahan;

d. penyiapan bahan penyusunan program, pembinaan, bimbingan
tentang pemanfaatan dan penyebarluasan tanaman bergizi kepada
petani.

' Pasal 19

(1) Seksi Produksi Hortikultura terdiri dari :

a. Sub Seksi Pengembangan Produksi Hortikultura ;

b. Sub Seksi Penyiapan Paket Teknologi Hortikultura ;

c. Sub Seksi Produksi Benih /Bibit Hortikultura ;

d. Sub Seksi Pemanfaatan Pekarangan dan Pembinaan Gizi.

(2)Sub seksi-sub seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini,
masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Produksi Hortikultura.

Pasal 20

(1)Sub Seksi Pengembangan Produksi Hortikultura mempunyai tugas
mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan, pengadaan ,
peredaran dan bimbingan penggunaan pupuk serta melakukan
pengumpulan dan analisis data statistik Hortikultura.
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Teknologi yi‘:j’;‘k‘;m
Ksi an dan men
(2)Sub S5 (ugas mengumpulk demonstrasi, pengkKajiap

; joanal p i
tunjuk opcras;)aket teknologi anjuran Sesuaj

dan .p;:ar;lga
pengelolahan .
pemanfaatan lahan kepada petani tan Pembinaan: Gizi

qrangan
Seksi Pemanfaatan Pekarang ulkan bahan
(4)rsnuemb punyai tugas menyusun dan : menguinip

aman
binaan pemanfaatan dan penyerbarluasan  fan
bergizi kepada petani.
Bagian Keenam
Seksi Pepyuluhan
Pasal 21 .
Seksi - Penyuluhan mempunyai tugas mele seb.agian
tugas Dinas Pertanian Tanaman Pangan dibidang Pembinaan
Penyuluhan Pertanian Tanaman Pangan. ;

Pasal iz

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pasal 21 Peraturan
Daerah ini, Seksi Penyuluhan mempunyai tugas :
a. penyiapan bahan pelaksanaan program, metode dan sistem
kerja penyuluhan serta rekayasa sosial dan ekonomi;
b. penyiapan bahan perencanaan, pendayagunaan ~dan
bimbingan ketenagaan penyuluhan;
C. penyiapan  bahan  bimbingan dan pengembangan
kelembagaan petani;
d. i
g.eny,:.apan bahan perencanaan, pengadaan, pengolahan da0
imbingan pendayagunaan sarana penyuluhan;
€. penvi | .
Em)l;ﬁl;?:l bahan perencanaan, pengadaan, penyebaran 42
pengembangan materi penyuluhan.
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Pasal 23

(1) Seksi Penyuluhan terdiri dari : : .
a. Sub Seksi Tata Penyuluhan;
b. Sub Seksi Kelembagaan, Tenaga dan Sarana.

(2)Sub Seksi-sub seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini,
masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Penyuluhan.

Pasal 24

(1)Sub Seksi Tata Penyuluhan mempunyai tugas memberikan pelayanan
teknis dan administrasi kepada para penyuluh pertanian tanaman
pangan dalam penyusunan dan pelaksanaan program penyuluhan,
penerapan metode dan sistem kerja penyuluhan, identifikasi faktor
penentu, rekayasa sosial dan ekonomi, pelaksanaan penyuluhan
bimbingan serta supervisi pelaksanaan penyuluhan;

(2)Sub Seksi Kelembagaan, Tenaga dan Sarana mempunyai tugas
menyusun rencana kebutuhan dan mendayagunakan Tenaga
Penyuluh, merencanakan, mengadakan dan mengelola sarana
penyuluhan, memperbanyak dan menyebarkan materi penyuluhan
serta memberikan pelayanan teknis serta amdinistrasi kepada para
penyuluh dalam pembinaan dan pengembangan kelembagaan tani,

‘penyelenggaraan Kursus-kursus tani, penggunaan sarana penyuluhan

dan perumusan serta penyiapan materi penyuluhan.

Bagian Ketujuh
Seksi rehabilitasi, Pengembangan Lahan dan
Perlindungan Tanaman Pangan

Pasal 25

Seksi Rehabilitasi Pengembangan Lahan dan Perlindungan Tanaman
Pangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian
Tanaman Pangan di bidang pembinaan rehabilitasi, pengembangan lahan
dan bimbingan perlindungan tanaman pangan.
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Pasal 26

but pada Pasal 24 Pera
, lenggarakan tugas terse .~ alurgy
Untuk menyele ggR ehabilitasi, Pengembangan dan Perhndunga]1

Daerah ini, Seksti : B
Tanaman Pangan mempunyai fungst :

i an perencanaan, penetapan uang, pemberian ijiy,

¥ E::h):ap:nenl?;unain tanah, pelaksanaan dan perumusa,
investigasi; - :

b. penyiagan bahan pembinaan/ .bimbingan prakiraan dap
pengkajian iklim serta tata guna air; :

C. penyiapan bahan pembinaan/ bimbingan prakiraan serangan
OPT; v

d. penyiapan bahan bimbingan dan pengawasan pengadaan,
penyimpanan, peredaran dan pemanfaatan pestisida serta
sarana perlindungan tanaman pangan.

Pa-al 27

(1)Seksi Rehabilitasi, Pengembangan Lahan dan Perlindungan

Tanaman Pangan terdiri dari :
a. Sub Seksi Rehabilitasi dan Pengembangan Lahan ;

b. Sub Seksi Pengkajian Iklim dan Tata Guna air ;
c. Sub Seksi Monitoring dan Prakiraan serangan Hama

Tanaman ; '
d. Sub Seksi Pengendalian Hama/ Penyakit,Gulma dan

Pestisida ; ~
(2)-Sl..lb SeI.csi - sub seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal
;{11, ;nasmg—masmg dipimpin oleh seorang Kepala yang berada
th ;?T'ah .dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi
chabilitasi, Pengembangan Lahan dan Perlindungan

Tanaman Pangan,

Pasal 28

(1 )tiul;sSeksi Rehabilitasi dan Pengembangan T ahan mempunys
835 mengumpulkan dan  menyusup bahan peﬂlgiﬂa"m
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identifikasi, pemetaan tata ruang, investigasi dan pendayagunaan
sumberdaya lahan sesuai agro ekosistem serta melakukan
pengumpulan analisis dan penyajian data statistik penggunaan
tanah.

(2)Sub Seksi Pengkajian Iklim dan Tata Guna Air mempunyai tugas
mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan dan melakukan
bimbingan, peramalan dan pengkajian iklim dan tata guna air.

(3)Sub Seksi Monitoring dan Prakiraaan Serangan Hama Tanaman
mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan
melakukan monitoring,, bimbingan, pengawasan dan prakiraan
serangan organisme pengganggu tanaman serta melakukan
pengumpulan dan analisis data statistik organisme penggangu

. tanaman.

(4)Sub Seksi Pengendalian hama/ Penyakit,Gulma dan Pestisida
mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan,
melakukan bimbingan, pengendalian opersional, pelayanan
informasi dan penyaluran alat serta peralatan perlindungan tanaman

pangan.
Bagian Kede¢iapan
Seksi Usaha Tani dan Pengolahan Hasil
Pasal 29

Seksi Usaha Tani dan Pengolahan Hasil mempunyai tugas pokok
melaksanakan sebagian tugas pokok Dinas Pertanian Tanaman Pangan
di bidang pembinaan usaha tani dan pengolahan hasil pertanian
tanaman pangan.

Pasal 30

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada pasal 29 Peraturan

I?aerah ini, Seksi Usaha Tani dan Pengolahan hasil mempunyai tugas :

a. penyiapan bahan pengolahan dan penyebaran informasi pasar ;

b. penyiapan bahan inventarisasi dan analisis data serta pengembangan
ketenagakerjaan ;

C.
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aan,
penyiapan D e peerli:;csanaaﬂ dan perumusan inve::a"
e bg?:gi:;';n pan tatalaksand usahatani; 4
; sc:;a;)an X bimbingan pasca panen dan peng(’la}k
e
Easil tanian tanamar pangafl
pasal 31
(1) Geksi Usaha Tani dan pengolahan Hasil terdiri dari :
i Pemasaran ;

b: Sub Seksi Pemanfaatan Sumber Daya ;

c. Sub Seksi Agri Bisnis ; :
4. Sub Seksi Pasca Panen dan Pengolahan Hasil ;

(2)Sub Seksi -sub seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Py

. i masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yy
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kep
Seksi Usaha Tani dan Pengolahan Hasil. ‘

Pasal 32

(1)Sub Seksi Informasi Pemasaran mempunyai tug
mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan s
.melakukan pengumpulan, pengolahan dan penyeban
informasi pasar.

(2)Sub Seksi Pemanfaatan Sumber Daya mempunyai tu
mengumpulkan dan menyusun bahan  pembin g
melakukan inventarisasi dan analisis data ia,:

3 gezggnll(bangan ketenagakerjaan. s
ub Seksi Agribisni :
menyususun gT;Z}lz;lS gleenTlfiﬁZﬁl T S
Rf’ngolahan data informasi serta , mela.kukan et

e gm usaha. pemberian dan pengawas®
ub Seksi Pasca

tugas menguxnriuﬁllfnddan Pengolahan Hasil mempu

perhitungan  kehilangan an menyusun bahan pembiné

produksi, bimbingan penera®

teknologi dan :
peéningkat .
tanaman pangan, gkatan muty pengolahan hasil pertan?
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Bagian Kesembilan
Cabang Dinas

Pasal 33

Cabang Dinas dibentuk berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh
Menteri Dalam Negeri .

Bagian Kesepuluh
Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 34.

(1)Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai kedudukan sebagai unsur
pelaksana teknis operasional Dinas Pertanian Tanaman Pangan .

(2)Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala yang
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 35

Unit Pelaksana Teknis Dinas dibentuk berdasarkan kriteria yang
ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. ,

‘ Bagian Kesebelas
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 36 ‘ , P

(1)Kelompok Jabatan Fungsional di Lingkungan Dinas Pertanian
Tanaman Pangan Mempunyai tugas melakukan kegiatan teknis
Pertanian Tanaman Pangan di bidang keahlian masing-masing .

(2)Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1)
Pasal ini, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua
kelompok yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Dinas dan atau kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang

bersangkutan .
Pasal 37

(1)Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal
36 Peraturan Daerah ini, dapat dibagi kedalam Sub - sub kelompok
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kebutuhan dan masing-masing dipimp;

fungsional senior- |
Fungsional ditentukan berdasarkan sigy,

sesuai dengan
seorang tenagd
(Z)Jumlah Tenaga
dan beban kerja

tenaga fungsional dilakukan Sse

(3)Pembinaan terhadap dang.undangan yang berlaku.

dengan peraturan perun

BABV
TATAKERJA

Pasal 38

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Pertanian Tanaman Papg
Unit Pelaksana Teknis Dinas, Kelompok Jabatan Fungsiona|
Cabang Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi,integras;
sinkronisasi baik didalam maupun antar Satuan Organisasj sg
dengan tugas masing-masing. -

Pasal 39

(1)Kepala Dinas melaksénakan tu
. nelaks gasnya  berdagy;,
kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daergp |
(2)Kepala Dinas diwajibkan memberikan ' .
membimbing dan mengawasi peke e e
IjJaan unsyr ~Uny

pembantu dan pejak _

dinasnya , g §ana yang  berada dalam lingkung:
BAB VI
Pasa] 4

| erta susunan kepegaws
N yang berlajq, A ketentuan - Peratu”
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Ha{ - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur
lebih lanjut oleh Bupaii Kepala Daerah sepanjang mengenai
nelaksanaannya .

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan .

Agar  supaya setinp orang mengetahuinya  memerintahkan
pengundangan  Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat 11 Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 5 juni 1995

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAII BUPATI KEPALA DAERAH TINGKATII

KABUPATEN DAERAH TINGRKAT I ' SUKOHARJO
SUKOHARJO
KETUA
ttd : ttd
SOEBENI Ir. TEDJO SUMINTO
DISAHKAN
Dengan

Keputusan Gubermnur Kepala Daerah Tingkat I Jawa tengah
Tanggal: 3 Nopember 1995 No : 188.3/339/1995
An: SEKRETARIS WILAYAH/ DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
Pj Kepala Biro Hukum,

ttd

SUTJI ASTOTO, SI
Penata Tingkat |
NIP: 010088 157
Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo
Nomor : 2 Th. 1996 Seri D.No.2

Pada tanggal : 3 Januari 1996
Sekretaris Wilayah/Daerah

td

Drs. SRI HARDONO
Pembina Tk. |
NIP. 010071319
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